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CNCLASS ACTIGV” DAN PRINSIP PUTI}SAN T ——
HUKUM ADMIN}STRASI DALA UUPLH

" Pengantar e
. . Di antara pcrgesekan_-dalam. h
= ! kum yangmemmbulkanproblemapelﬁ(
-+ akhir-akhir ini adalah permasalahan

lingkungan. ngkungan dalam kaitan *
~ ini khususnya berkait dengan dampak
_ yang ditimbulkan oieh suatu aktivitas:

. ‘manusia khususnya aktivitas ind

- Tak dapat dihindarkan bahwa secara
- fisik aktivitas tersebut pada sisi lain

- menimbulkan dampak berupa pen-
- ‘cemaran lingkungan yang memgxkan
. kemdupan manusia.

Dalam takaran yu
‘'salahan . berkait deng
: dampak tersebut bisa dise esalkan
: berdasarkan mekenisme: ‘hukum yang
¢« berlaku yaitu melalui peradilan.
. Umumnya, peradilan dimaksud ber-
~ada pada kompetensi peradilan
‘umum dan Peradilan Tata Usaha
- Negara (P’I‘UN) '

Dalam konteks peradxlan umum,
. ada kemungkinan munculnya tmdak
. pidana pada akfivitas indusri terse-
but sehingga memungkinkan di-

prosesnya pelaku pencemaran ber-. "
dasarkan D atu’ran perundangan__

'1ahgunaan atau kesalahan. dalam.-}sf
‘pemberianijin. Olehkarenaitu PTUN -
‘merupakan lembaga yang dapat men-
jadi tumpuan akhir para pencari
- keadilan (justisiabelen) untuk mem-

_dalam paparan singkat. ini

"‘-.'Fenomena Pergeseka '

*) .Penalis. adaaak Dosen FH Unlam, Ban-. .

. jarmasin, Kandidat Doktor Imu Hukem Pro-
: gram Pascasarjana Unair Surabzaya.

peroleh kembali hak-haknya.

Baik tuntutan secara perdata,’

‘peniegakan hukum dalam konteks

hukum pidana maupun pengajuan
permasalahan ke PTUN, harus sen-

kungan Hldup (UUPLH)atau UU No.
4 tahun 1997 (selanjutmya dlsebut-
UUPLH). Dalam format idealis, UU
ini dianggap sebagai perangkat hu- -
kum yang dapat dijadikan tolok ukur
balk secara mst;tusxo '
cara md:vxdual

Bagazmanakah kontekstu_ahtas
penyelesaian dalam persengketaan
lingkungan berdasarkan UUPLH'
merupakan masalah yang akan dikaji

':':"Satu kasus menarik tentang

funtutan masyarakat berkait dengan |
- permasalah lingkungan hzdup ini mi-
‘salnya terjadi di Sumatera- Selatan,

Organisasi Lingkungan Hidup (OLH)




‘dan Asosiasi “Panel. Kayu Indonesm.
(Akpindo). Mereka mengatasnamakan

masyarakat yang: terkena langsung

dampak: kabut: asap:yang - “merajai’
angkasa di‘sebagian kawasan dalam-
negeri: dan'sebagian'negeﬁ jiran:b_e--'

berapa wakiu. berselang

Memang, d1 antara hal baru yang

(11&[111' dalam UU No. 4 tahun 1997
tentang Pengeiolaan ngkungan_
Hidup (UUPLH) adalah tentang class.
acnon (act:on popularz.s) atau ngat-__

an kelompok uniuk mewak:h kepen-

tingan umum yang merasa dlmglkan_
karena aktivitas yang merusak ling-
kungan. Dikatakan hal baru sebab

dalam UU sebelumnya yaitn UULH

(UU.No::2 tahun 1982) hal tersebut-
hanya dinyatakan sebagai asas yang-
tidak - secara tegas-dapat dioperasi-

Pada satu ‘sisi; pengaturan ten-

. tahg class action dalam UUPLH:1997: -

ini menjadi ciri khas yang dtharapkani -
menjadl upaya. perhndungan hukum
bagl masyarakat yang merasa dzmgx-é__

d:cabut ‘?

Mencermau ketentuan tentang -
class action inx temyata masih perlu
penjabaranleblh Operasmnal khusus< -
nya‘-dengan: asas’ peradilan perdat&
sebagai hukum formal yang dxtun_;ukf‘ -
oleh ketentuan . itu. Untuk- saatini;
nampaknya masih sulit untuk mem-
peroleh satu ‘‘terjemahan” yang bisa
diklarifikasikan sebagai satu meka-
nisme -hukum: yang ‘mencerminkan -

-rasa:keadilan dan. kepastian: hukum’' -

bagi semua: pihak. Perlu digaris- -
bawahi bahwa ‘persoalan lingkungan

. hidup senantiasa bersxfat multi-__- '

disipliner. j
Tentang Ciass Actmn

Class actzon pada prmsxpnya;
adalah tindakan dari Organisasi.
ngkungan Hidup (OLH) yang da-
lam. UULH.disebut dengan. Lembaga:
Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ber-. .
tindak atas nama kepentingan umum .
yang merasa dirugikan dalam suatu.

-masalah lingkungan, Hal ini merupa- -

kan lex :,pesmhs dan asas umum da-

~ lam gugatan bahwa yang bertindak




sebagai wakil harus secara tegas,
menerima kuasa dari yang diwakili

dengan secara'limitatif menyebutkan

dalam: hal apa ketexwakﬂan itu d1-;

benkan

Berkcnaan deng

oL ketentuan dalam UUPLH 1997,
membuka kemungkman 1eb1h 1uag

tersebut untuk mengajukan gugatan,
Ada” ‘tiga persyaratan yang harus

dipenuhi oleh sebuah OLH (vide pasal

38ayat3). Duasyarat pertama; karena
hanya -bersifat administratif tidak

menjadi permasalahan: Substansi:
masalah {erletak-pada-gyaratiKetiga
yaitwbahwa “organisasi lingkungan:
hidup it telah melaksanakan kegiai-

an-sesudi-dengan anggaran dasar-

nya" sParameter tentang ind sulit di-;

tetapkan: Padahal di-dalam ketentuan

it terkandung motivasi-utama, agar:
hanya OLH yang benar-benar kapa-:
bel dan mempunyal kelayakan orga-’

nisasi :saja yang boleh mengajukan
gugatan. Tujuannya adalah mencegah

menjamumya OLH yang hanya ber--

sifat papan nama dan. mencari ke-
untungan pnbadl ‘dan atau }s:elompok
terténtu ‘dengan memanfaatkan -

salah lingkungan. OLH demikian 5
kendatipun aktivitas formalﬁya mulia

tetapi- praktiknya sering dlsalah~

gunakan oknum pengurus uniuk ke-
peniingan pribadi dengan mengatas-—'

narnakan masyarakat

' Membandmgkan d1 negara ma}u

sépem AS misalnya, di sana ada se-

diri d am _permasalahan | "ngi;unoan?

buah komisi atau panel khusus (en-
vironmental comzsszon) yang Keang-
gotaannya terdiri dari para ahli ter-
kmt yaﬁg bers:fat mdependen _’.{‘ugas-:

OLH dapat atau’ ndaknya bemn”ak;'
atas nama Klien di pengadilan. Jika
menurut komisi ini sebuah OLH
layak mewakili masyarakat bam di-
perkenankan beracara di- pengadxiaz} :

' D1 Beianda komxs: dem1kian=_
tidak dﬂz;enal dan peradﬂan Inde:}ne-:_

atau panel sepem itu Keterang 1
hanya ‘serszfat temporer d1 persz

urgensmya 7

-Berdasarkan tidak adanya para-
meter kelayakan dan kapabilitas
demikian maka karakteristik ‘QLH.
menjadi tersamar (tidak: menonjol)
dan tidak terseleksi secara maksimai:
Karena ketidakjelasan parameter ini
pula, bisa jadi OLH yang hanya sekali
saja melaksanakan keglatan berupa
seminar misalnya, bertindak mewa-
k;h kepentmgan umum gi pengadﬂan
atas satu kasus _pencemaran. Padahal'
OLH im sebenarn}fa tidak punya
kapabilitas, bahkan tidak 1ayak_
mewakili masyarakat

Perlunya penjeiasan lebih Ian}ui
sehingga menimbulkan interelasi
yang bersifat korelatif juga dapat
ditemukan dalam hal penekanan




sengketa’ lingkungan “yang ‘menitik-
beratkan ‘pada-penyelesaian secara

keperdataan. "Padahal- sehamsn;@
tidak> hanya berdasarkan sengketa

keperdaiaan tetapi-juga administrasi:
Dalam kaitan ini terkesan konflik

dllokahslr dengan hanya plhak yang.

nya.._ku _g éermét ;-membcnkan pe~-
‘nilaian ketlka akan’ dnkeluarkan ijin.
unmk sam keg;atan yang, rentan de-.

ngan»:_‘__ ncemaran hngkungan
' Padasisi 1ain,’ ditentukan bahwa

gugatan: dimaksud tidak boleh " me-
nuntut ganti-rugi kecuali hanya

pengeluaranriil Padahal asas hukum
perdata menyebutkan bahwa gen be-
langgen actie :(tiada gugatan tanpa
kepentmgan hukum} Sebagai konse-

kuensmya kepada yang menimbulkan

kerugaan harus membayar sejumlah

ganti rugi tadak terbatas. pada penge-.

tuaran rii} , Lalu bagaimana dengan
kompensasx bag1 ‘masyarakat yang

mgi bazk mateml maupun moral.

(semuanya dlhargai dengan sejumlah
uang) ‘bagi._yang mendenta kerugian
daiam persoalan perdata merupakan
inti g&gatan dilayangkan. Di sinilah
letak urgensmya korelam dlmaksud

: Memang, dalam menafsxrkan
ketentuan UU dikenal adanya pemaf-
siran, cksteasxf (exzens:eve interpre-
tation) menglsyamtkan jiwa vang

diinginkan oleh dibuainya peraiuran -

tersebut dijadikan sebagai acuan da-*
larn pengambilan keputusan ¥hizsis-
nya oleh Hakim, Dalam konteks ini-

lah urgensinya rechisvinding -bagi-
para hakim dalam proses penggalian:
bukti materiil sehingga putusan: yang'
dagatuhkan mencerminkan. rasa. ke~
adilan. masyarakat. Penafsiran. demk:
kian diperbolehkan dengan syarat__.
bahwa UU. tidak. secara. jeias R ul-th
ngatumya. :

Dalam. konteks. lam, Jjuga.. d;-:._.
tegaskan bahwa proses pengajuan
gugatan dldasarkan aias hukum acara
perdata yang berlake. Artinya bahwa'
prinsip hukum perdata dxgunakan*
untuk menyelesaxkan permasalahan’
lingkungan. Justru persoa}m'mmcuﬁf
dalam konteks ini ketika hards di-’
hubungkan dengan ketentuan Tain’
(vide penjelasan pasal 38 ayat 3}
bahwa gugatan lingkungan hidup
Gapat -dilakukan baik ke-.peradilan
umum maupun peradilan adminigs
trasi. Apakah maksudnya dalam-
peradilan-administrasi dlgunakan'
hukum. acara perdaia ? - SR
Urgensi perlindungan hukum hng---.
kungan dalam konteks keperdataan
ini relevan mengingat bahwa dalam
perspektif hukum munculnya dampak
yang membawa kerugian amat besar
itu menunjukkan lemahnya kineria:
institusi hukum baik dalam fungsinya -
secara preventif sebagai upaya pe--
ngendali perilaku warga masyarakat
(as a ool social engineering) mau--
pun dalam fungsinya sebagai upaya.
represif untuk menegakkan otoritas-




nya berdasarkan sanksi yang sudah
dliatapkan melalux proses 11t1gasn

Untuk qtulah: upaya melalui

penyeiesalan keperdataan’ ‘menjadi’
pxhhan-;:_s.tepat ‘dengan . pemaknaan :

proses: litigasi ity tetap

bersamaan dengan dxmungkm}&an—--
nya pembayaran scjumiah gann"mgz?

derita kerugian.

: stn Hukum Atimm;strasn

yaﬁg 'dibérsoalkan oleh para peng-__

gugat ' dal_am konteks pencemaran

pada glhrannya menyebabkan ter-
jadmya pencemaran. terhadap hng-
kunﬂan -

Berkenaan dengan praktxk pada

PTUN; =persengketaan dimaksud
berkisar pada sisi formal dan materiil.’
Padasisi formal; yang dimaksud dalam
kaitan ini adalah'tentang kompetensi
absolut (absolute competentie) peng-
adilan TUN sebagaimana disebutkan
dalam ketentuan umum pasal 1 .angka-
3. Disini-disebut syarat-formal se--

hingga’satu keputusan-bisa ‘disebut
sebagai keputusan ‘TUN schingga
dapat-dijadikan sebagai ‘objek gugat-
an. Persyaratan dimaksud ialah, per-
tama bahwa kepuinsan it merupakan
penetapan tertulis, Kedua, dikeluar-

kan ‘oleh badan atau pejabat tata

usaha negara. Ketiga, berisi tindakan

' bahwa kesalahian sehmgga m
ml) bag1 smpa yang memang menﬁ“

hukum  tata.-usaha negara. yang
berdasarkan peraturan perundang—
undangan yang berlaku, Keempat‘
bersifat. konkret, ‘Kelima bersifat
individual dan keenam bersafa‘ﬂ; final.

Dan pcngeman tersebut se
kalipara penggugat menemui k@s _
an, kendatipun sebenamya d_lket ui

babkan tex;;achnya pencemar
semata-mata ‘muncul” dari kegi an'
industri, An:mya kesalahan bis §
muncul akibat pemberian i ijin secara
tidak semesnnya E)engan demikian
keabsahan formal dari - Kepumsan’
yang sering menjadi persoalan: per-
adilan TUN, menjadi . begitu sumir
dalam persoalan lingkungan. Justru
yang menjadi--permasalahan - adalah_
aspek materiilnya. -

Menyangkut kuahﬁkasx ‘suatu
keputusan maka seorang  pejabat
TUN, ‘apakah secara materiil Kepu-
tusan ‘ifu’ bermasalah atav tidak da-
pat-dicermati berdasar_kan tiga ‘para-
meter. Pertama, apakah iz bertindak
dalam kewenangannya. Kedua, apa-
kahtindakan sudah melalui pmsedur’
sebagaimana ditetapkan oleh aturan
pemndangan Keuga apakah maten-
yang diatur itu secara formal sudah
selards atau tidak bertentangan’ de-u"
ngan aturan perundangan dx atasnya

: Dalam soal materi inilah y&ng
menjadi titik krusial dajam persoa}an
perijinan sehmgga seba!ralmana ‘di-
ajukan oleh para penggugat, kebi jak-
an pejabat yang berwenang dinilai
tidak sejalan ataw bertentangan de-



ngan Peraturan: Pemerintah:atau:

undang-undang yang: menjadl acuan-
nya.:: Namun jelas ‘bagi pihak peme-
rintah hal ifu tetap. sesuai mengingat

dljédlkan : pertimbangan ‘oleh hakim

TUN adalah AsasUmum Pemenmah- :

an yang Baﬂ: (AUPB) Dl antara asas
yang pcnnng ‘adalah asas’ fau' play
dan kecennatan formal {het begmsel

van fairplay), asas formal mengenai
. formulasi keputusan dan asas mate--

‘riil yang meliputi isi keputusan yang
fgbcrdlmenm keadilan dan ke
:_hukum secara akomodatlf

bahwa sekec:i apa un . tmdakan ltll__

‘buktian, Seq raumum, Jlkasatu pihak

- harus -disertai - dengan’ ‘bukti. ----Tsdak-'

aktivitas terteniu sampai adakeputus-
an pengadilan. Dengan Catatan bahwa:
kendatipun keputusan’teniang, pems: .
berian ijin i digugat tetapi langkah:
operasional: sebaga} nndak Ian}umya:
tetap 3alan terus, i

Kedua asas ; pembuknan' be‘basi' |

menyatakar_z tu' pernyataan

demikian halnya dalam PTUN. Haklmi'
bisa saja membebani pembuktian iy
pada pihak yang tidak: mengeluarkan‘ '
pemyataan. _ : _

Kenga asas. dommus litis atau
hahm bersifat aktif, Asas- ini di-
maksudkan untuk mengimbangi

-marginalitas -penggugat- berhadapan. -

dengan aparat TUN yang seringkali -

n, __.“mempunym akses lebih kuat

" Keempat. a,sas erga omnes atau -

7 keputusan ‘hakim mengikat seluruh

‘akan diambil oleh hakim d

‘mempertimbangkan prinsip-prinsip
‘hukum yang menjadi landasan suaty.. .
“pengujian apakah keputusan TUNitu

‘memenuhi syarat atau tidak. Prinsip

‘hukum dimaksud, pertama praesump-
o iustae causa, vermoedenvanrechs-

"manghezd Artinya babwa setiap

‘tindakan pejabat itu harus diakui ke-

-absahannya sampai ada keputusan
-yang membatalkannya. Dalam kop-

teks ini memang dapat diminsa”
‘sebagaimana dalam hukum perdata
misalnya agar hakim mepangguhlan

‘pelaksanaan keputusan mengenai

n . komponen kendatipun tidak ada :
..gax_tannya__ dengan perkara. Dalam
-konteks gugatan dalam persengketa-

an lingkungan dari sisi hukum
administrasi, karena yang dipersoal-

kan adalah Keputusan tentang pem-
‘berian ijin, sementara materi yang
.Sama mungkin juga diberikan kepada -
‘perusahaan lain maka secara otomatis

pencabutan terhadap ijin itw juga ;
akan bﬂrpegam a.emadap mdusm
laim~ 00 :

2gauiup




Kerangka acvan umum Sﬁbagaa---

me‘:gadi kendala umum Sementara'
parameiertentang:nal tersebu{ masih:
belum. :dapat d1kuan_tzﬂsz_r sehingga :
menyebabkan sencrke'ta“ lingkungan-:

khug_gsnya para Haklm :
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